BAB IlI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan pengadaan tanah tahap ketiga untuk perluasan Bandara
Frans Seda ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden
Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan
untuk Kepentingan Umum dan Peraturan KBPN RI Nomor 3 Tahun 2007. Hal-
hal yang sesuai dengan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 dan Peraturan KBPN RI
Nomor 3 Tahun 2007 adalah Tahap perencanaan, penetapan lokasi, penyuluhan,
penunjukkan lembaga/tim penilai harga tanah, Pada tahap identifikasi dan
inventarisasi sesuai walaupun adanya kesulitan pada pencarian informasi dan
domisili dari salah satu pemegang hak milik atas tanah, yang tidak berdomisili di
lokasi tersebut. Dalam proses juga ada kesulitan dari salah satu pemilik tanah
dimana tanah yang akan dibebaskan telah dijaminkan di Bank BNI. Di atas tanah
selain ada tanah juga ada tanaman sebagai aktivitas perekonomian para pemilik
tanah. Hal yang tidak sesuai dengan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 dan Peraturan
KBPN RI Nomor 3 Tahun 2007 adalah proses musyawarah yang tidak dihadiri
oleh semua pemegang hak milik atas tanah tetapi dihadiri oleh wakil yang
ditentukan oleh pemerintah daerah. Kemudian tahapan penilaian harga tanah dan
tanaman dilakukan beberapa kali karena pemilik tanah tidak menyetujui harga

tanah berdasarkan NJOP sehingga pemerintah daerah menaikan 50 % dari
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ketentuan NJOP. Penyerahan sisa ganti rugi atas tanah dari salah satu pemilik atas
tanah belum diberikan hingga saat ini.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis ingin menyampaikan beberapa
saran yang ditujuhkan kepada :

1. Aparat Pemerintah Kabupaten Sikka khususnya pejabat di Kantor Sekretaris
Daerah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka yang bertindak sebagai
Panitia Pengadaan Tanah agar dalam pengadaan tanah di masa yang akan
datang lebih teliti dan detail dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat
pemegang hak atas tanah khususnya dalam proses indentifikasi dan
inventarisasi kepemilikan tanah, serta mempertimbangkan secara proporsional
pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah sesuai dengan Pasal 1 angka (11)
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi
Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum agar ganti rugi tersebut
dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan kehidupan ekonomi
dan sosial masyarakat bekas pemegang hak milik atas tanah.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka khususnya pejabat Kantor Pertanahan
Kabupaten Sikka agar melaksanakan penyuluhan atau sosialisasi secara
bertahap dalam bidang hukum pertanahan bagi seluruh masyarakat Kabupaten
Sikka secara khusus masyarakat yang terkena pengadaan tanah untuk
kepentingan umum. Selain itu agar ke depan pemerintah dapat menjalin kerja

sama dengan fakultas-fakultas hukum yang ada di Provinsi Nusa Tenggara

77



Timur untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan hukum khususnya Hukum

Pertanahan.
3. Anggota masyarakat di Kabupaten Sikka agar lebih kritis dan jeli dalam

menanggapi rencana pembangunan tersebut.
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